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Abstract 
This research was made to answer the research problem that is concerning implementation 
of policy of curriculum 2013 related with applying of regulation of education and culture minister 
number 160 year 2014 about 2006 curriculum implementation and curriculum 2013 at SMK 
Negeri 2 Palu. The method used in this research is. Qualitative with the type of descriptive 
research and the determination of informants using purposive sampling. Data collection in this 
study used indepth interview and accompanied secondary data such as research records and 
documents / archives. The technique of processing and analyzing this research using qualitative 
data processing and analysis technique which is grouped into 3 process, that is: Data Reduction, 
Data Presentation, and Drawing Conclusion. The field findings from this research are that the 
implementation of the 2013 curriculum policy based on the application of permendikbud number 
160 of 2014 on the implementation of the 2006 curriculum and the 2013 curriculum in SMK Negeri 
2 Palu has been running quite well. It is based on 6 variables, namely: Implementation of Policies, 
Policy Standards and targets, Resources, Characteristics of Implementing Agents, Attitudes of 
Trends in Implementers, Inter-Organizational Communication and Implementing Activities.The 
resources owned by pilotproject schools have only required the endorsement of technology for 
human resources to add learning facilities. The attitude of the implementor shows a positive 
attitude so that for the implementation of the task. 




Perubahan kurikulum yang terjadi di 
Indonesia merupakan rancangan pembelajaran 
yang memiliki kedudukan yang sangat 
strategis dalam keseluruhan kegiatan 
pembelajaran yang akan menentukan proses 
dan hasil suatu pendidikan yang dilakukan. 
Oleh karena itu, perubahan kurikulum harus 
disikapi secara positif dengan mengkaji dan 
memahami implementasinya di setiap satuan 
pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 
mengambil keputusan untuk mengubah 
kurikulum yangditerapkan tahun 2006 secara 
resmi menjadi Kurikulum 2013. Kurikulum 
2013 dikembangkan dengan membawa 
amanah harus mampu menumbuhkan nilai-
nilai Pancasila dalam jiwa peserta didik. Tiga 
aspek yang menjadi landasan pengembangan 
Kurikulum 2013 adalah landasan filosofi, 
landasan yuridis dan empiris. Landasan 
filosofis yaitu: (1) Berakar pada budaya lokal 
dan bangsa, memiliki arti ahwa kurikulum 
harus memberikan kesempatan pada peserta 
didik untuk belajar dari budaya setempat dan 
nasional tentang berbagai nilai hidup (2) 
Pandangan filsafat eksperimentalisme, 
memiliki arti bahwa kurikulum harus dapat 
mendekatkan apa yg dipelajari disekolah 
dengan apa yang terjadi di masyarakat (3) 
Rekonstruksi sosial, memberi arah kepada 
kurikulum untuk menempatkan peserta didik 
sebagai subjek yang peduli pada lingkungan 
(4) Pandangan filsafat esensialisme dan 
parenialisme, memiliki arti bahwa kurikulum 
harus menempatkan kemampuan intelektual 
dan berpikir rasional sebagai aspek kurikulum 
untuk dikembangkan (5) Pandangan filsafat 
eksistensialisme dan romantic naturalism, 
memberi arah dalam pengembangan 
kurikulum sehingga kurikulum dapat 
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mewujudkan peserta didik yang memiliki rasa 
kemanusiaan, bebas berinisiatif serta berkreasi. 
Perubahan kurikulum, tentu juga 
menghadirkan beberapa perbedaan dengan 
kurikulum sebelumnya, Perubahan dari 
Kurikulum 2006 (KTSP) ke Kurikulum 2013 
ini mengalami perubahan pada teknis yang 
berkaitan dengan perubahan struktur 
kurikulum yang menyebabkan adanya 
pelajaran yang hilang maupun bertambahnya 
jam. Pelaksanaan Kurikulum 2013 terkesan 
mendadak tanpa evaluasi kurikulum yang 
sedang berjalan. 
Sosialisasi tentang kurikulum 2013 itu 
sendiri minim, banyak para guru, kepala 
sekolah, pengurus yayasan sampai stakeholder 
pendidikanpun belum mengetahui bagaimana 
sebenarnya desain induk Kurikulum 2013. 
Sehingga perubahan kurikulum pendidikan 
pada tahun 2013 ini menimbulkan berbagai 
perdebatan dikalangan masyarakat. 
Pelaksanaan Kurikulum 2013 di kota 
Palu sudah diberlakukan hampir di semua 
sekolah di kota Palu. Semua sekolah-sekolah 
tersebut adalah sekolah yang berakreditasi A 
dan B. Namun, bagi sekolah yang belum 
mendapatkan kesempatan menjadi sekolah 
sasaran ditahun pertama ini bisa mengajukan 
permohonan ke Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Hal ini disebabkan,belum 
didukung kesiapan sarana dan prasarana 
penunjang yang memadai, mulai dari teknologi 
maupun buku bahan ajar yang hingga kini 
belum semuanya terdistribusi ke sekolah-
sekolah. Seharusnya, Kemendikbud 
menyiapkan terlebih dahulu perangkat dan 
sarananya sebelum Kurikulum 2013 
diterapkan. 
Kandungan materi merupakan faktor 
utama kesulitan guru-guru SMK dalam 
mengimplementasikan Kurikulum 2013 di 
kelas, karena untuk jurusan di SMK sangat 
banyak, sehingga untuk penyamaan persepsi di 
tiap-tiap jurusan tersebut bukanlah hal yang 
mudah, mereka juga dituntut untuk dapat 
mencapai target materi yang harus terpenuhi 
dengan minimnya alokasi waktu yang 
disediakan. Sehingga sebagian besar sekolah 
SMK di kota Palu ikut serta menanggapi 
bahwa alokasi jam belajar untuk setiap 
matapelajaran SMK yang diberlakukan 
Kurikulum 2013 perlu dikaji ulang, 
dikarenakan beberapa matapelajaran praktek, 
alokasi yang disediakan hanya dua jam, 
padahal matapelajaran praktek di SMK 
membutuhkan alokasi waktu lebih banyak. 
Secara teknis dalam proses pembelajaran 
menghadapi beberapa permasalahan, terkait 
dengan pengembangan materi pelajaran yang 
kontekstual, penerapan strategi atau metode 
pembelajaran yang berbasis scientific dan 
penerapan teknik penilaian authentic. 
Berdasarkan argumen-argumen diatas, 
kurikulum merupakan salah satu unsur yang 
bisa memberikan kontribusi yang signifikan 
untuk mewujudkan proses berkembangnya 
kualitas potensi peserta didik, maka kurikulum 
yang dikembangkan dengan berbasis pada 
kompetensi sangat diperlukan sebagai 
instrumen untuk mengarahkan peserta didik. 
Oleh karena itu, adanya penyempurnaan 
kurikulum perlu dilakukan guna mewujudkan 
peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, 
juga sebagai respon terhadap tuntutan 
perkembangan informasi, ilmu, teknologi, 
seni, tuntutan desentralisasi dan hak asasi 
manusia. 
Namun, dalam implementasi kebijakan 
Kurikulum 2013 masih banyak menghadapi 
masalah. Masalah utama terletak pada 
kesiapan guru, karena masih banyak guru yang 
belum memahami esensi perubahan kurikulum 
tersebut. Adapun masalah lainnya yaitu 
penerapan Kurikulum 2013 ini pun penuh 
dengan ketidakpastian, semuanya tampak dari 
minimnya persiapan Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan RI dalam menerapkan 
kurikulum tersebut, seperti kurangnya 
sosialisasi tentang kurikulum 2013, pembagian 
buku teks tematik integraif yang tidak merata 
terhadap tiap satuan pendidikan, dan masalah 
operasional dalam implementasi kebijakan 
Kurikulum 2013 terkait proses penyusunan 
yang meliputi konten, struktur dan teknis. 






Data primer adalah data yang diperoleh 
langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat 
untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi 
data sekunder kalau dipergunakan orang yang 
tidak berhubungan langsung dengan penelitian 
yang bersangkutan. Dengan kata lain, data 
primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 
informan  yang dianggap paham dan 
mengetahui tentang persoalan yang sedang 
diteliti. Sedangkan data sekunder adalah arsip 
yang diperoleh melalui penelusuran pustaka 
dan dokumen dari berbagai sumber resmi. 
Artinya data sekunder adalah data yang bukan 
diusahakan sendiri pengumpulannya oleh 
peneliti, misalnya, majalah, surat keputusan, 
peraturan  perundang-undangan, data 
kelembagaan (pemerintah dan lembaga 
lainnya). Jadi data sekunder berasal dari 
tangan kedua atau tangan kertiga dan 
seterusnya, artinya melewati satu atau lebih 
pihak yang bukan peneliti. 
 
Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang ditetapkan 
peneliti adalah SMK Negeri 2 Palu. Adapun 
alasan peneliti memilih lokasi tersebut, karena 
peneliti melihat bahwa dari sekian banyak 
sekolah yang ada di Kota Palu, sekolah yang 
bertaraf Kejuruanlah yang paling pantas untuk 
menjadi fokus Penelitian di karena sekolah 
yang bertaraf kejuruan pelaksaan yang di 
lakukan langsung mereka implemantasikan 
kepada murid dan SMK Negeri 2 Palu mejadi 
acuan utama untuk di teliti dikarenakan dari 
hasil survei yang ada pada Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, 
SMK Negeri 2 Palu dalam menjalankan proses 
belajar mengajarnya masih belum sesuai 
standar prosedur dari kurikulum 2013.  
Sedangkan SMK Negeri 2 Palu adalah salah 
satu sekolah rujukan yang ada di kota palu.  
Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian dilaksanakan di SMK 
Negeri 2 Palu, dengan waktu penelitian dari 
bulan Agustus sampai bulan Februari. Peneliti 
melakukan penelitian dilokasi tersebut dengan 
alasan bahwa SMK Negeri 2 Palu 




Informan penelitian adalah orang yang 
dipandang paling mengetahui fenomena 
penelitian yang diteliti. Oleh karena itu, pada 
bagian ini peneliti menjelaskan siapa informan 
penelitiannya, prakiraan jumlah informan yang 
dibutuhkan, teknik penentuan informan 
sebagai sumber data, dan tata cara (teknik) 
pengumpulan data yang digunakan dalam 
mengumpulkan data, dengan memperhatikan 
hal-hal sebagai berikut: 
1. Penentuan informan yang dipilih sebagai 
sumber data, hendaknya 
mempertimbangkan karakteristik situasi 
sosial yang meliputi latar (setting), pelaku 
(actor), peristiwa (event), dan proses 
(process). Dengan demikian informan 
berada pada semua lapisan masyarakat serta 
berbagai lapisan fenomena yang diteliti, 
sehingga terseleksi informan yang 
diharapkan dan yang memenuhi syarat 
sebagai sumber data. 
2. Jumlah informan yang dijadikan sebagai 
sumber data disesuaikan dengan tingkat 
kebutuhan data yang diinginkan peneliti 
atas dasar karakteristik informan yang ada. 
Adapun teknik penentuan informan yang 
digunakan peneliti adalah teknik purposive, 
yaitu suatu teknik penarikan informan yang 
digunakan dengan cara sengaja memilih 
atau menunjuk langsung kepada orang yang 
dianggap dapat mewakili karakteristik-
karakteristik populasi. 
 
Jenis dan Sumber Data 
Data primer adalah data yang diperoleh 
langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat 
untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi 
data sekunder kalau dipergunakan orang yang 
tidak berhubungan langsung dengan penelitian 
yang bersangkutan. Dengan kata lain, data 
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primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 
informan  yang dianggap paham dan 
mengetahui tentang persoalan yang sedang 
diteliti. 
Sedangkan data sekunder adalah arsip 
yang diperoleh melalui penelusuran pustaka 
dan dokumen dari berbagai sumber resmi. 
Artinya data sekunder adalah data yang bukan 
diusahakan sendiri pengumpulannya oleh 
peneliti, misalnya, majalah, surat keputusan, 
peraturan  perundang-undangan, data 
kelembagaan (pemerintah dan lembaga 
lainnya). Jadi data sekunder berasal dari 
tangan kedua atau tangan kertiga dan 
seterusnya, artinya melewati satu atau lebih 
pihak yang bukan peneliti. 
 
Teknik Pengambilan dan Pengumpulan 
Data 
Teknik pengumpulan data merupakan 
langkah yang paling strategis dalam penelitian, 
karena tujuan utama dari penelitian adalah 
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik 
pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 
mendapatkan data yang memenuhi standar 
data yang ditetapkan. 
1.  Observasi 
Observasi sebagai teknik pengumpulan 
data mempunyai ciri yang spesifik bila 
dibandingkan dengan teknik yang lain, maka 
observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga 
objek-objek alam lain. Menurut Sutrisno Hadi 
dalam Sugiyono (2009:145), mengemukakan 
bahwa: “Observasi merupakan suatu proses 
yang kompleks, suatu proses yang tersusun 
dari pelbagai proses biologis dan psikologis. 
Dua di antara yang terpenting adalah proses-
proses pengamatan dan ingatan. 
Sedangkan menurut Young dan Schmidt 
dalam Pasolong (2005:94), mengatakan 
bahwa: “observasi adalah sebagai pengamatan 
sistematis berkenaan dengan perhatian 
terhadap fenomena-fenomena yang nampak”. 
Perhatian yang dimaksud adalah harus 
diberikan kepada unit kegiatan yang lebih 
besar atau lebih luas pada fenomena-fenomena 
khusus yang diamati terjadi. 
2. Wawancara (indepth interview) 
Wawancara mendalam (Indepth 
Interview) adalah metode pengumpulan data 
dengan cara menanyakan sesuatu kepada 
seseorang yang menjadi informan dengan 
menggunakan pedoman wawancara. Patton 
dalam Afifuddin, dkk (2012:131), mengatakan 
bahwa pedoman wawancara digunakan untuk 
mengingatkan peneliti (pewawancara) 
mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, 
juga menjadi daftar pengecek (check list) 
apakah aspek-aspek relevan tersebut telah 
dibahas atau ditanyakan.  
Dengan pedoman demikian, peneliti 
harus memikirkan bagaimana pertanyaan 
tersebut akan dijabarkan secara konkret dalam 
kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan 
pertanyaan dengan konteks aktual saat 
wawancara berlangsung. 
 
3. Dokumentasi  
Metode ini merupakan suatu cara 
pengumpulan data yang menghasilkan catatan-
catatan penting yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data 
yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan 
perkiraan. Oleh karena itu dokumen adalah 
sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk 
menganalisa, menafsirkan bahkan untuk 
meramalkan. Dokumen yang akan 
dimanfaatkan dalam penelitian ini berasal dari 
berbagai sumber sepanjang berhubungan 
dengan penelitian ini, yaitu mencari data 
mengenai hal-hal atau bukti-bukti secara 
tertulis berupa catatan, notulen rapat, buku, 




Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 
yang lain di luar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 
suatu data. Menurut Moleong dalam Iskandar 
(2009:155), mengatakan bahwa: “penelitian 
yang menggunakan teknik triangulasi dalam 
pemeriksaan melalui sumbernya artinya 
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membandingkan atau mengecek ulang derajat 
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 
melalui waktu dan alat yang berbeda”.  
Dalam penelitian kualitatif, triangulasi 
merupakan kegiatan mengecek kebenaran data 
tertentu dengan cara membandingkan dengan 
data yang diperoleh dari sumber lain pada 
berbagai tahap penelitian lapangan dengan 
waktu yang berlainan. Dalam penelitian ini 
teknik triangulasi digunakan dengan 
memanfaatkan sumber dan penyidik. 
Triangulasi juga bisa dengan cara 
membandingkan dan mengecek ulang data 
hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 
Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi 
diartikan sebagai teknik pengumpulan data 
yang bersifat menggabungkan dari berbagai 
teknik pengumpulan data dan sumber data 
yang telah ada. 
 
Kebijakan Kurikulum 2013 ( Studi Kasus 
SMK Negeri 2 Palu  
Kurikulum 2013 menjadi acuan 
pemerintah terkait untuk di terapkan 
khususnya kepada sekolah menegah kejuruan, 
tujuannya agar dapat di contoh oleh sekolah 
menengah atas dan agar dapat melihat potensi 
dan keahlian yang dimiliki oleh masing-
masing siswa, sehingga siswa dapat 
mengetahui keahlian pada diri mereka, agar 
kedepannya siswa  dengan mudah menentukan 
tujuan mereka apabila siswa telah lulus dari 
sekolah dan meneruskan kejenjang lebih tinggi 
dengan memilih jurusan sesuai dengan 
keahlian yang siswa miliki. Sehingga dari pada 
itu sekolah harus terus meningkatkan kerja 
sama kepada pemerintah terkait untuk terus 
mengawasi jalannya penerapan kurikulim 
2013, agar kurikulum 2013 berjalan sesuai 
yang di harapkan. 
Dengan diterapkan Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan nomor 160 tahun 
2014 tentang  pemberlakuan Kurikulum 2013 
ini, maka diharapkan akan memberikan 
landasan keahlian , keterampilan, dan 
pengetahuan bukan hanya kepada siswa 
sebagai titik fokus kurikulum 2013 melainkan 
kepada guru sebagai tenaga pengajar sekaligus 
pihak sekolah dan pemerintah terkait selaku 
Penerapan Kebijakan Kurikulum 2013.  
Dengan demikian para guru selaku tenaga 
pengajar bisa dengan mudah menerapkan 
kebijakan Kurikulum 2013 kepada para siswa 
sebagai fokus kebijakan tersebut. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam 
hal Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 ( 
Studi Kasus SMK Negeri 2 Palu ) , penulis 
melakukan penelitian dengan mengadopsi teori 
Van Meter dan Van Horn yang dijadikan 
sebagai pisau analisis, yang merumuskan 
sebuah abstraksi (kerangka kerja) yang 
memperlihatkan hubungan antar berbagai 
faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja 
suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada 
dasarnya secara sengaja dilakukan untuk 
meraih kinerja yang tinggi berlangsung dalam 
antar hubungan berbagai faktor dan 
dikembangkan dalam model implementasi 
kebijakan yang terdiri dari enam aspek, yaitu: 
1) standar dan sasaran kebijakan; 2) sumber 
daya; 3) komunikasi antara badan pelaksana; 
4) karakteristik agen pelaksana; 5) kondisi 
sosial, politik dan ekonomi, dan; 6) sikap 
pelaksana. Aspek-aspek tersebut dipercaya 
membentuk hubungan antara kebijakan dengan 
performance kebijakan.  
 
Standar dan Sasaran Kebijakan 
Kinerja implementasi kebijakan dapat 
diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya 
ukuran dan tujuan kebijakan memang realisitis 
dengan sosio-kultur yang ada di level 
pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan 
atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan 
terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level 
warga, maka agak sulit memang untuk 
merealisasikan kebijakan publik hingga titik 
yang dapat dikatakan baik. Van Meter dan Van 
Horn dalam Widodo (2010:105) menjelaskan 
bahwa pemahaman tentang maksud umum dari 
suatu standar dan tujuan kebijakan adalah 
penting. Implementasi kebijakan yang 
berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika para 
pelaksana (officials), tidak sepenuhnya 
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menyadari terhadap standar dan tujuan 
kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan 
memiliki hubungan yang erat dengan disposisi 
para pelaksana (implementors). 
Arah disposisi para pelaksana 
(implementors) terhadap standar dan tujuan 
kebijakan juga merupakan hal yang crucial. 
Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam 
melaksanakan kebijakan, disebabkan karena 
mereka menolak atau tidak mengerti apa yang 
menjadi tujuan suatu kebijakan. Dalam 
memahami standar dan sasaran kebijakan, 
dalam kaitannya dengan penelitian ini, dapat 
dilihat pada Peraturan Kementerian Tentang 
Penerapan Kurikulum 2013 keseluruh sekolah 
yang khususnya sekolah yang berstatus 
sebagai sekolah kejuruan. Tujuannya untuk 
melahirkan siswa-siswi yang berprestasi sesuai 
dengan bidang keahliannya.  
 
Sumber Daya 
Sumber daya merupakan hal yang sangat 
dibutuhkan dalam melaksanakan suatu maksud 
yang telah ditetapkan. Sumber daya berguna 
untuk menunjang implementasi dari suatu 
kebijakan. Tanpa adanya sumber daya yang 
cukup dan memadai, implementasi suatu 
kebijakan akan terganggu dan menjadi agak 
sulit untuk dilaksanakan. Sumber daya yang 
ada pada pihak pembuat dan pelaksana 
kebijakan haruslah cukup dan memadai sesuai 
dengan apa  yang tertera di dalam peraturan. 
Selain itu, pihak pembuat dan pelaksana 
kebijakan harus menggunakan sumber daya 
secara cermat dan sesuai dengan apa yang 
tertulis dalam peraturan. Pada bagian 
selanjutnya akan dibahas mengenai sumber 
daya yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 
 
Manusia 
Manusia merupakan sumber daya 
terpenting dalam menentukan suatu proses 
implementasi. Tahap-tahap tertentu dari 
keseluruhan proses implementasi menuntut 
adanya sumber daya manusia yang berkualitas 
sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan 
oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara 
politik. Apabila sumber daya manusia dalam 
sebuah organisasi kurang dalam hal jumlah, 
kompetensi dan kapabilitas dari sumber-
sumber daya itu nihil, maka kegiatan 
organisasi tidak akan berjalan secara optimal. 
 
Finansial 
Selain sumberdaya manusia, 
sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu 
diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya 
finansial. Finansial merupakan sumber daya 
yang tidak kalah pentingnya dengan manusia. 
Ketika sumber daya manusia yang kompeten 
dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran 
dana melalui anggaran tidak tersedia, maka 
memang menjadi persoalan untuk 
merealisasikan apa yang hendak dituju oleh 
kebijakan tersebut. Untuk memperdalam 
informasi mengenai sumber daya finansial dari 
Implementasi kurikulum 2013 (Studi Kasus 
SMK Negeri 2 Palu), maka peneliti 
mewawancarai Kepala sekolah, guru, dan 
bendahara sekolah yang ditugaskan.Dalam 
mengimplementasikan program ini,dana yang 
tersedia bersumber dari APBN/APBD yang 
berbentuk anggara Biaya Operasional Sekolah 
(BOS) tiap tahunnya dan hal tersebut 
menyesuaikan dengan jumlah siswa yang 
terdaftar tiap tahunnya. 
 
Waktu 
Begitu halnya dengan waktu, Waktu 
merupakan sumber daya terakhir yang sama 
pentingnya dengan sumber daya yang 
sebelumnya. Waktu akan mempengaruhi 
tingkat kesulitan pelaksana kebijakan untuk 
melaksanakan kebijakan tersebut secara 
maksimal. Saat sumber daya manusia giat 
bekerja dan kucuran dana berjalan dengan 
baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu 
yang terlalu ketat, maka hal ini dapat menjadi 
penyebab ketidak berhasilan implementasi 
kebijakan. Selain itu, waktu juga berbicara 
mengenai jam kerja pegawai apakah sesuai 
atau justru melampaui batas. Ketepatan waktu 
dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 
ini menjadi hal penting agar dapat tepat waktu 
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dalam pelaksanaannya maka yang harus 
diperhatikan adalah pelaksanaan 
pembelajarannya yang sesuai dengan waktu 
yang ditentukan tiap semesternya. 
 
Karakteristik Agen Pelaksana 
Pusat perhatian pada agen pelaksana 
meliputi organisasi formal dan organisasi 
informal yang akan terlibat dalam 
implementasi kebijakan ini. Dalam melihat 
karakteristik badan-badan pelaksana, seperti 
dinyatakan oleh van Meter dan van Horn 
(1975), maka pembahasan ini tidak bisa lepas 
dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi 
diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, 
norma-norma dan pola-pola hubungan yang 
terjadi berulang-ulang dalam badan-badan 
eksekutif yang mempunyai hubungan baik 
potensial maupun nyata dengan apa yang 
mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. 
Van Meter dan van Horn (1975) 
mengetengahkan beberapa unsur yang 
mungkin berpengaruh terhadap suatu 
organisasi dalam mengimplementasikan 
kebijakan:  
1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;  
2. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap 
keputusan-keputusan sub-unit dan proses-
proses dalam badan-badan pelaksana;  
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi 
(misalnya dukungan di antara anggota-
anggota legislatif dan eksekutif)  
4. Vitalitas suatu organisasi;  
5. Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, 
yang didefinisikan sebagai jaringan kerja 
komunikasi horizontal dan vertikal secara 
bebas serta tingkat kebebasan yang secara 
relatif tinggi dalam komunikasi dengan 
individu-individu di luar organisasi;  
6. Kaitan formal dan informal suatu badan 
dengan badan “pembuat keputusan” atau 
“pelaksana keputusan”  
 
Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana 
Menurut Van Meter dan Van Horn 
(1975), Penerimaan atau penolakan dari (agen) 
pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi 
keberhasilan atau tidaknya kinerja 
implementasi kebijkan publik. Setiap 
komponen dari model yang dibicarakan 
sebelumnya harus disaring melalui persepsi-
persepsi pelaksana dalam yuridiksi di mana 
kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka 
kemudian mengidentifikasi tiga unsur 
tanggapan pelaksana yang mungkin 
memengaruhi kemampuan dan keinginan 
mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: 
kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang 
kebijakan, macam tanggapan terhadapnya 
(penerimaan, netralitas, penolakan) dan 
intensitas tanggapan itu. Dan begitupun 
sebaliknya, Van Meter dan Van Horn (1975), 
juga menjelaskan bahwa ada beberapa alasan 
mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak 
oleh orang-orang yang bertanggungjawab 
terhadap implementasi kebijakan tersebut, 
yakni: tujuan-tujuan kebijakan yang telah 
ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan 
dengan sistem nilai pribadi para pelaksana, 
kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan 
akan kepentingan diri sendiri, atau karena 
hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih 
disenangi.  Berdasarkan hal seperti ini, maka 
dapat dikatakan dengan bahasa yang lebih 
singkat bahwa kelompok-kelompok manusia 
menemui kesulitan untuk melaksanakan 
tindakan-tindakan secara efektif karena 
mereka tidak mempunyai kepercayaan-
kepercayaan yang mendasari tindakan-
tindakan tersebut. Bila hal ini terjadi, maka 
persoalan implementasi akan mengundang 
perdebatan bawahan mungkin menolak untuk 
berperan serta dalam program tersebut sama 
sekali.  Van Meter dan Van Horn (1975) 
menyarankan agar orang melihat kepada peran 
pengawasan dan pelaksanaan untuk 
menjelaskan perbedaan-perbedaan keefektifan 
implementasi. 
 
Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas 
Pelaksana 
Menurut Van Meter dan Van Horn 
(1975), koordinasi merupakan mekanisme 
sekaligus syarat utama dalam menentukan 
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keberhasilan suatu kebijakan. Semakin baik 
koordinasi dan komunikasi diantara pihak -
pihak yang terlibat dalam suatu proses 
implementasi, maka asumsinya kesalahan-
kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan 
begitupula sebaliknya. Dalam setiap 
implementasi kebijakan, diperlukan peran 
yang sangat penting dari berbagai elemen yang 
terkait. Walaupun ada satu elemen yang 
menjadi tumpuan atau pelaksana utama,  tapi 
tentu akan membutuhkan elemen lain supaya 
tujuan yang telah ditentukan bisa tercapai.  
Adanya elemen-elemen yang saling 
membantu untuk pengimplementasian sebuah 
kebijakan tidaklah cukup apabila koordinasi 
diantara organisasi yang terlibat tidak  
maksimal. Komunikasi antar organisasi harus 
terjalin dengan baik apabila sebuah kebijakan 
ingin terimplementasikan dengan optimal. 
Aktivitas yang dilakukan dalam 
mengimplementasikan kebijakan harus 
dilakukan secara bersama-sama agar tingkat 
hambatan dan kesulitan saat proses 
implementasi semakin kecil. 
Begitu halnya dalam kasus ini, SMK 
Negeri 2 Palu sebagai salah satu agen 
pelaksana dalam kebijakan kurikulum 2013 
tingkat sekolah Menengah Kejuruan Di Kota 
Palu, tentunya tidak mampu untuk 
melaksanakannya sendiri. Oleh karena itu, 
SMK Negeri 2 Palu bekerja sama dengan 
beberapa elemen lain seperti, Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi 
Tengah, Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan 
Provinsi Sulawesi Tengah Pengawas tingkat 
sekolah Menegah Kejuruan, komite sekolah, 
serta stakeholder  dari SMK Negeri 2 Palu 
sendiri. Untuk memastikan mengenai bentuk 
komunikasi antar organisasi dari SMK Neg 
deri 2 Palu dengan elemen yang lainnya, maka 
peneliti melakukan wawancara dengan Kepala 
sekolah tersebut dan beberapa pihak yang 
terkait dengan implementasi kebijakan ini. 
 
Komunikasi Antar Organisasi 
Komunikasi telah menjadi bagian yang 
penting dalam implementasi kebijakan karena 
implementasi akan berjalan dengan efektif bila 
tujuan -tujuan dipahami oleh individu-individu 
atau kelompok orang yang bertanggungjawab 
dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, 
sangat penting untuk memberi perhatian yang 
besar kepada kejelasan akan ukuran-ukuran 
dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan 
komunikasinya dengan para agen pelaksana 
dan keseragaman atau konsistensi dari ukuran 
dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan 
dengan berbagai sumber informasi.Prospek-
prospek tentang implementasi yang efektif 
ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan 
tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh 
ketepatan dan konsistensi dalam 
mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan 
tujuan-tujuan tersebut. Semakin baik 
koordinasi komunikasi diantara pihak -pihak 
yang terlibat dalam suatu proses implementasi, 
maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan 
sangat kecil untuk terjadi dan, begitu pula 
sebaliknya, Van Meter dan Van Horn (1975). 
Dalam hal ini SMK Negeri 2 Palu sebagai 
agen pelaksana tentu akan memerlukan 
sosialisasi dengan beberapa elemen yang 
terkait seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya, maka untuk memastikan 
komunikasi antar elemen tersebut maka 
peneliti melakukan wawancara dengan kepala 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 
Sulawesi Tengah, Kepala sekolah, dan 




maupun antar pemerinah ada dua tipe kegiatan 
pelaksanaan merupakan hal yang paling 
penting. Pertama, nasihat dan bantuan teknis 
yang dapat diberikan. Kedua, atasan dapat 
menyandarkan pada berbagai sanksi, baik 
positif maupun negatif. Selain itu keberhasilan 
kurikulum 2013, menuntut para kepala sekolah 
yang demokratis dan professional, sehingga 
mampu menumbuhkan iklim demokratis di 
sekolah, yang akan mendorong terciptanya 
iklim yang kondusif bagi terciptanya kualitas 
pendidikan dan pembelajaran yang optimal 
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untuk mengembangkan seluruh potensi peserta 
didik. Kepala sekolah yang mandiri, 
demokratis, dan professional harus berusaha 
menanamkan, memajukan dan meningkatkan 
sedikitnya empat macam nilai, yakni 
pembinaan mental, moral, fisik, dan artistik 
kepada para tenaga pendidiknya.  
1. Pembinaan mental  
Mental yang ditanamkan kepada para 
tenaga pendidik berkaitan dengan sikap batin 
dan watak. Dalam hal ini kepala sekolah harus 
mampu menciptakan iklim yang kondusif agar 
setiap tenaga pendidiknya dapat melaksanakan 
tugasnya dengan baik, secara professional dan 
proporsional. Upaya tersebut dapat terwujud 
apabila tenaga kependidikan dilengkapi 
dengan sarana dan prasarana mengajar yang 
lengkap serta bekerja sama dengan komite 
sekolah dalam menggandeng masyarakat 
untuk ikut memikirkan pendidikan di sekolah 
terutama yang menyangkut masalah 
pendanaan.    
 
Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik 
Hal terakhir yang perlu diperhatikan dan 
tidak kalah penting adalah lingkungan 
eksternal yang ada dalam penerapan suatu 
kebijakan. Lingkungan eksternal memang 
membawa pengaruh dalam implementasi 
kebijakan besar maupun kecil. Apabila 
lingkungan eksternal tidak kondusif maka 
akan menjadi faktor penyebab dari kegagalan 
implementasi kebijakan. Oleh karena itu, 
kekondusifan lingkungan eksternal harus pula 
diperhatikan agar pengimplementasian 
kebijakan dapat terlaksanakan dengan baik.  
Salah satu kunci sukses yang menentukan 
keberhasilan implementasi kurikulum 2013 
adalah lingkungan kondusif dalam akademik. 
Lingkungan eksternal sekolah yang aman, 
nyaman dan tertib merupakan iklim yang dapat 
membangkitkan nafsu, gairah dan semangat 
dalam proses pembelajaran. Iklim yang 
kondusif merupakan tulang punggung dan 
faktor pendorong yang dapat memberikan 
daya tarik tersendiri dalam proses 
pembelajaran diantaranya kondisi ekonomi 
yang memadahi, politik yang stabil serta 
lingkungan sosial masyarakat setempat dalam 
menunjang dan mendukung pelaksanaan suatu 
program atau kebijakan. Dalam implementasi 
kebijakan kurikulum 2013 di SMK Negeri 2 
Palu ini peneliti telah melakukan wawancara 
dengan beberapa elemen terkait. 
 
Lingkungan Sosial 
Salah satu instrumen lingkungan sosial 
yang turut berpengaruh dalam pelaksanaan 
kebijakan kurikulum 2013 ini adalah 
masyarakat diantaranya pendanaan, dukungan 
orang tua dalam mendidik anaknya serta watak 
dan perilaku masyarakat setempat yang juga 
turut serta berpengaruh terhadap watak guru 
dan siswa, husus dalam penelitian ini adalah 
orang tua siswa dan guru. 
 
Lingkungan Politik 
Salah satu yang termasuk lingkungan 
politik adalah instansi pemerintah yang terlibat 
dalam implementasi kebijakan ini, diantaranya 
dinas pendidikan atau bahkan dari pihak 
pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal 
ini, peneliti telah mewawancarai pihak yang 
terlibat. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
secara umum implementasi kebijakan 
kurikulum 2013 di Sekolah SMK Negeri 2 
Palu sudah cukup baik dan telah berjalan 
selama beberapa tahun terakhir. Hal ini 
dibuktikan dengan berdasar pada beberapa 
faktor yang telah dikemukakan oleh Van 
Meter dan Van Horn (1975) yakni:1. Ukuran 
dan Tujuan Kebijakan, dilihat dari tujuan 
kebijakan ini belum sepenuhnya di pahami 
oleh seluruh stakeholder  baik guru maupun  
kepala sekolah SMK Negeri 2 Palu. 2. Sumber 
daya, jika dilihat dari sumber daya manusia, 
finansial, dan waktu sudah cukup baik namun 
masih terdapat kekurangan-kekurangan 
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seperti: tenaga pengajar pada bidang studi olah 
raga dan seni budaya dan kesehatan gig, dari 
sisi pencairan anggaran dana BOS terkadang 
tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya 
diterima, serta kendala waktu pada saat 
penilaian hasil belajar tiap semesternya yang 
menggunakan waktu yang cukup lama. 3. 
Karakteristik agen / badan pelaksana, jika 
dilihat dari faktor ini juga sudah cukup baik, 
karena SMK Negeri 2 Palu melakukan 
kordinasi dengan semua pihak yang terlibat 
dalam dunia pendidikan, seperti Dinas 
Pendidikan, UPTD pendidikan, pihak kepala 
daerah, dan bahkan masyarakat juga ikut serta 
dilibatkan. Indikator lainnya seperti, 4. Sikap / 
kecenderungan para pelaksana, dari faktor ini 
juga sudah cukup baik karena para pelaksana 
tidak ada yang menolak kebijakan ini, bahkan 
dinas pendidikan dan UPTD pendidikan turut 
serta mengawal kebijakan tersebut. Namun 
karena kurangnya pelatihan yang diadakan 
oleh pihak dinas pendidikan dan sekolah 
sendiri, maka para guru cenderung belajar dan 
menggali informasi secara mandiri. 5. 
Komunikasi antar organisasi dan aktivitas 
pelaksana, jika dilihat komunikasi yang 
terjalin antara dinas pendidikan, UPTD 
Pendidikan dan pihak sekolah sudah cukup 
baik,namun bentuk komunikasi antar 
masyarakat masih kurang karena hanya 
dilakuakan rapat komite selama 3 bulan sekali 
dan itupun sebagian kecil masyarakat yang 
terlibat. Sedangkan dari segi aktivitas 
pelaksana, kepala sekolah SMK Negeri 2 Palu 
telah melaksanakan pembinaan mental, moral, 
fisik dan artisktik pada guru dan siswa, namun 
masih terkendala pada sisi pembinaan fisik 
karena tidak adanya guru olahraga di sekolah 
tersebut. Serta indikator terakhir mengenai 6. 
Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, 
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
maka lingkungan sosial dan politik 
berpengaruh kurang baik terhadap kebijakan 
ini karena tingkat kesadaran masyarakat 
sekitar akan pendidikan masih sangat kurang 
dan pengaruh pilkada juga masih kuat pada 
kebijakan ini. Sedangkan lingkungan ekonomi 
tidak ditemukan memiliki pengaruh terhadap 
implementasi kebijakan ini.  
 
Rekomendasi 
Berdasarkan penelitian diatas penlulis 
dapat memberikan saran sebagai berikut:   
1. Sebaiknya pelatihan guru terhadap 
kuirkulum 2013 diadakan secara berkala 
dan intensif, mengingat masih kurangnya 
pemahaman guru terhadap Kurikulum 2013 
menyebabkan stakeholder terutama guru 
masih ada yang belum mengetahui tujuan di 
keluarkannya kebijakan tersebut.  
2. Sebaiknya Dinas Pendidikan mengutus 
guru pengganti untuk mengisi kekosongan 
guru SMK Negeri 2 Palu terkhusus guru 
mata pelajaran penjas, seni budaya dan 
keahlian gigi selain itu pencairan dana BOS 
juga sebaiknya disesuaikan dengan jumlah 
siswa SMK Negeri 2 Palu yang terdaftar 
pada tahun pelajaran tersebut agar tidak 
terjadi kekurangan anggaran sekolah dalam 
mengimplementasikan kebijakan,  serta 
guru harus lebih aktif untuk berlatih sendiri 
dan pandai mengatur waktu agar pembagian 
raport siswa bisa dibagikan tepat waktu di 
tiap semesternya.  
3. Sebaiknya SMK Negeri 2 Palu lebih 
meningkatkan komunikasi terbuka antara 
semua pihak yang terlibat dalam kebijakan 
ini, terutama kepada orang tua siswa agar 
lebih memperhatikan anaknya ketika 
pulang sekolah dan tidak menyerahkan 
tanggung jawab penuh kepada pihak 
sekolah untuk urusan pendidikan anaknya.  
4. SMK Negeri 2 Palu sebaiknya lebih 
berantusias untuk mengadakan pelatihan 
sendiri bagi sekolahnya dengan 
memanfaatkan sumber daya yang ada, 
seperti memanfaatkan potensi guru yang 
sudah berpengalaman tentang kurikulum 
2013, mengingat status sekolah adalah 
sekolah inti maka kebijakan hampir 
sepenuhnya diserahkan kepada sekolah 
termasuk dalam urusan kurikulum dan 
pelatihannya.  
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5. Dalam penerapan sistem pendidikan di 
suatu Negara perlu diadakannya evaluasi 
lebih lanjut tentang sistem atau kurikulum 
yang akan diterapkan. Sehingga nantinya 
tidak terjadi kendala-kendala dalam 
pelaksanannya terutama di setiap jenjang 
pendidikan (SD, SMP ataupun SMA)  
6. Sebaiknya pemerintah menentukan standar 
khusus dalam kebijakan kurikulum 2013 di 
tiap jenjang pendidikan seperti: Penerapan 
Student Center Learning (SCL) tingkat SD, 
SMP, ataupun SMA, Penilaian portofolio 
tingkat SD, SMP, ataupun SMA, serta 
standar tenaga pendidik dan kependidikan 
yang sesuai dengan tingkat kebutuhan 
sekolah dan daerah masing-masing. 
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